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Abstract. The National Strategic Program (PSN) in Indonesia aims to improve people's welfare through 

infrastructure and economic development. One of the aspects regulated in the PSN is the truck operating hours 

policy, which aims to improve driving safety and prevent congestion. this research is to reduce negative impacts 

on society and support the smooth development of infrastructure. This evaluation analyzes the effectiveness of the 

policy in improving community welfare from social, economic, environmental, and governance aspects. The 

evaluation results show that limiting the operating hours of earthmoving trucks generally has a positive impact 

on reducing congestion, improving safety, and reducing pollution and noise disturbance in residential areas. 

However, the effectiveness of the policy is still limited by weak supervision, violation of regulations by truck 

operators, and lack of coordination across sectors. To increase the positive impact of the policy, it is 

recommended to strengthen law enforcement, utilize monitoring technology, and develop a more integrated and 

participatory logistics system. This policy has significant potential in supporting. 
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Abstrak. Program Strategis Nasional (PSN) di Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Salah satu aspek yang diatur dalam PSN adalah kebijakan jam 

operasional truk, yang bertujuan meningkatkan keselamatan berkendara dan mencegah kemacetan.penelitian ini 

untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur. 

Evaluasi ini menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek 

sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembatasan jam operasional truk 

tanah secara umum berdampak positif terhadap penurunan kemacetan, peningkatan keselamatan, serta 

pengurangan polusi dan gangguan kebisingan di kawasan permukiman. Namun demikian, efektivitas kebijakan 

masih terbatas oleh lemahnya pengawasan, pelanggaran aturan oleh operator truk, dan kurangnya koordinasi lintas 

sektor. Untuk meningkatkan dampak positif kebijakan, direkomendasikan penguatan penegakan hukum, 

pemanfaatan teknologi pemantauan, serta penyusunan sistem logistik yang lebih terintegrasi dan partisipatif. 

Kebijakan ini memiliki potensi signifikan dalam mendukung 

 

Kata kunci: program strategis nasional, kesejahteraan masyarakat, jam operasional truk tanah. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan salah satu unsur penting dalam agenda 

pembangunan nasional yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015–2019 dan 2020–2024. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 

PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau 

badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan 

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 

daerah. Maka dari itu Indonesia adalah  sebagai negara kepulauan dengan beragam potensi 
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sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar, memiliki tantangan tersendiri dalam 

pembangunan infrastruktur. Kemunculan Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan langkah 

strategis dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur 

yang lambat. Program ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama 

daerah-daerah terpencil, melalui pembangunan infrastruktur yang modern. PSN diharapkan 

membawa manfaat besar bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong 

penggunaan produk lokal, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional. 

Selain itu, proyek ini juga ditujukan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan 

memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perkembangan daerah. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasusnya PSN yang menjadi positif dan negatif nya 

terhadap masyarakat yang terdampak dari Pembangunan PSN. Proyek Strategis Nasional 

(PSN) pertama kali digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil 

Presiden HM Jusuf Kalla untuk periode 2014 hingga 2019, dan dilanjutkan pada periode 

berikutnya oleh Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dari tahun 

2019 hingga 2024. Payung hukum pelaksanaan PSN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 

3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian 

mengalami beberapa perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan 

Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Selain itu, 

daftar PSN juga Tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menko 

Perekonomian RI Nomor 6 Tahun 2024, namun disisilain adanya dampak negatif dari adanya 

kebijakan PSN seperti jam oprasional mobil truk tanah yang sering terjadi dan memakan 

banyak korban, Seharusnya kebijakan itu berdampak baik untuk masyarakat tetapi malah 

sebaliknya.  

Dunn dalam Hamdi (2014:114) mengatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu 

ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dan argumen untuk 

menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan untuk kebijakan yang dapat 

digunakan dalam setting politik untuk memecahkan masalah kebijakan. Berdasarkan teori 

Friedrick (Hamdi, 2014:36) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang 

disarankan mengenai perorangan, kelompok,atau pemerintahan dalam suatu lingkungan 

tertentu yang berisikan hambatan dankesempatan yang akan diatasi, atau dimanfaatkan melalui 

kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu 

maksud. Kasus terkait isu ini perlu di kaji lebih mendalam karena masyarakat menekan kan 

pemerintah untuk menegakan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022 menjadi peraturan daerah 
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maka dari itu harus ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga dan mendorong 

peraturan seperti pembuatan perda tentang jam oprasinal truk tanah. Penelitian ini dapat 

membantu memahami bagaimana PSN telah dilaksanakan dan dampaknya terhadap ke 

negatifan masyarakat serta dapat membantu memahami bagaimana masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam PSN dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap 

kebijakan PSN tersebut. Penelitian sebelumnya mungkin belum membahas tentang strategi 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PSN sehingga perlu di lakukan penelitian lebih 

lanjut maka dari itu memahami penelitian sebelumnya dan kesenjangan pengetahuan dapat di 

lakukan penelitian yang lebih fokus dan efektif untuk memahami topik yang sama.  

Ciri utama yang dimiliki oleh pendekatan penggunaan data dan informasi yang akurat 

dan terkini untuk meningkatkan efektivitas PSN dengan menggunakan program pendekatan 

yang tepat, PSN dapat di implementasikan secara efektif dan berkelanjutan dan dapat 

memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Yang di dukung teori Jody 

L. Patrick, dkk (2003): Langkah-langkah untuk menentukan apakah suatu program dapat 

dievaluasi, termasuk mengklarifikasi teori dan model program, mengkaji implementasi 

program, dan menggali pendekatan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah 

terjadinya maraknya peristiwa kecelakaan karena oprasinal mobil truk tanah untuk membangun 

PIK di wilayah Kabupaten. Tangerang utara, sudah puluhan korban hilang nyawa karena 

terlindas truk tanah. Dan menekankan peraturan pemerintah untuk menegaskan jam oprasional 

truk tanah dan pemerintah harus mendengarkan  keresahan dan kritikan masyarakat sehingga 

masyarakat tidak merasa adanya kerugian terhadap kebijakan tersebut.  

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Kebijakan Publik  

kebijakan publik merupakan kumpulan aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan mengatasi masalah - masalah 

publik.Evaluasi terhadap kebijakan jam operasional truk tanah merupakan bagian dari proses 

kebijakan publik, yaitu tahap evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendukung 

kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemacetan, dan menekan dampak lingkungan 

(Dunn,2003) 

Sebagaimana Kebijakan jam operasional truk tanah dalam proyek PSN harus 

mempertimbangkan: Aspek ekonomi: kelancaran proyek nasional,Aspek sosial: kenyamanan 

dan keamanan warga, Aspek lingkungan: kerusakan jalan, polusi, dan getaran (Triple Bottom 

Line – Tetteh 2024) 
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Kebijakan jam operasional harus mempertimbangkan keadilan distribusi dampak. 

Jangan sampai: Wilayah elit bebas gangguan,Tapi warga menengah-bawah menanggung beban 

polusi & kebisingan.Teori ini mendesak pemerintah untuk membagi beban secara adil, 

terutama dalam proyek strategis nasional Pendekatan ini menghindari kebijakan yang hanya 

pro-proyek tapi kontra-rakya (Meyer,2023) 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini yaitu deskriftif. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Kosambi 

Pakuhaji Tangerang utara dengan jenis penelitian nya itu deskriiftif kualitatif. Karena 

penelitian melihat keresahan masyarakat dalam dampaknya PSN. Penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Mulyadi 

(2007:65), memiliki sejumlah karakteristik, yaitu: (a) dilakukan dalam konteks alamiah, (b) 

peneliti berperan sebagai instrumen utama, (c) berlandaskan pada teori dan dasar yang relevan, 

(d) temuan penelitian didiskusikan dan disepakati secara bersama, serta (e) lebih 

menitikberatkan pada proses daripada hasil. Dalam sebuah penelitian, terdapat sejumlah 

tahapan yang perlu dilalui guna memperoleh kesimpulan akhir yang diharapkan. Tahapan 

tersebut meliputi: perencanaan, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, 

serta analisis data, yang semuanya mengarah pada tercapainya suatu kesimpulan 

penelitian.Sesuai dengan data kualitatif di suatu daerah kosambi pakuhaji, Pemerintah telah 

memnerikan solusi atas penambahan pos pantau di beberapa titik yang dilintasi oleh truk tanah 

namun masih saja terjadi korban berjatuhan di daerah tersebut. Namun ternyata Pemerintah 

belum berhasil menangani masalah yang ada persoalan nya secara kompeten dan berfikir kritis. 

Studi ini difokuskan pada bentuk usaha mengungkapkan Sebuah persoalan atau kondisi yang 

disajikan sebagaimana realitasnya, sehingga hanya bertujuan untuk mengungkapkan fakta 

secara apa adanya. Upaya untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap awal diarahkan untuk 

menyajikan berbagai gejala secara menyeluruh. di dalam Komponen yang menjadi objek 

penyelidikan. Selanjutnya Menyajikan interpretasi yang relevan dan mendalam terhadap fakta-

fakta yang di temukan. Mengacu pada pendekatan penelitian yang telah di tentukan yang 

berfokus pada berbagai persoalan yang di hadapi masyarakat yang terdampak warga kosambi 

dan sekitarnya dan dilanjutkan dengan usaha masyarakat, mahasiswa sering menggelar aksi 

UNRAS dan men Swiping kendaraan tersebut agar jalankan peraturan jam oprasi yang tertuang 

dalam peraturan bupati namun usaha itu sia-sia.  
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Dalam penentuan responden, penelitian menggunakan Teknik purvosip sampling yang 

merupakan penentuan sample secara sengaja yang tentu relevan dengan objek penelitian 

menurut Ari konto (2006): mengatakan bahwa purvosife sampling adalah Teknik pengambilan 

sample yang di dasarkan pada target atau tujuan tertentu dalam suatu penelitian. responden 

utama meliputi 3 orang masyarakat yang terdampak hal tersebut yang dianggap sebagai 

masyarakat terdampak. Responden tersebut memiliki pengalaman langsung dan pemahaman 

yang lebih dalam terhadapap program stategis nasional, instrument utama dengan 

pengumpulan data yaituMengarahkan jalannya wawancara semi-terstruktur yang telah disusun 

berdasarkan sasaran serta pokok bahasan penelitian. Wawancara dilakukan secara tatap muka 

dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka agar informan merasa lebih luasa 

menyampaikan pendapatnya. Selain melakukan wawancara, peneliti juga memperhatikan dan 

mencatat apakah bertambah korban jiwa yang diakibatkan oleh truk tanah sampai sekarang. 

Dokumentasi yang diambil berupa foto di lokasi.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis tematik. Prosedurnya 

melibatkan pengelompokan data sesuai dengan tema tema utama yang terungkap dari hasil 

wawancara dan observasi sesuai dengan Langkah Langkah. Tahapan analisis berikut: 

transkripsi data hasil wawancara, pengodean data pengelompokan berdasarkan kategori 

tematik lalu ditarik Kesimpulan. Analisis data ini mengidentifikasi dan bentuk kritikan para 

aksi dalam bentuk dukungan masyarakat. Deskripsi hasil analisis dikompilasi secara deskriptif 

untuk menyajikan secara komprehensif dan kontekstual.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses Pantau Jam Operasional Truk Tanah 

Hasil penelitian menunjukan bahwa jam operasional mobil truk di pakuhaji Tangerang 

utara kecamatan kosambi berjalan lancar secara rutin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 

adanya penerapan pos pantau secara rutin untuk menindak truk tanah yang keluar pada saat di 

luar jam operasional, dan sampai saat sekarang. Namun demikian terdapat kendala terhadap 

jam operasional . walaupun pos pantau bertambah di beberapa titik Lokasi tapi masi saja 

kecelakaan truk tanah yang memakan korban jiwa Masyarakat setempat masih sering erjadi.  

Secara visual, kegiatan pos pantau di dokumentasikan dalam bentuk gambar yang 

menunjukan bahwa warga setempat sedang pemantauan mengawasi truk yang melintas di jalan 

dan memantau jam operasional mereka dan ada yang mencatat nomor polisi, jenis truk yang 

melintas dan ada jugs yang melakukan penindakan terhadap truk yang melanggar jam 

operasional, seperti memberikan tilang atau peringatan. Ringkasan hasil penelitian juga di 
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susun secara dalam bentuk tabel yang memuat informasi, tentang jadwal operasional, 

keterbatasan dalam pelaksanaan jam operasional , serta kondisi warga atau mahasiswa yang 

membantu brjalannya pos pantau tersebut. 

Adapun beberapa data yang termasuk dalam ketegori data negative antara lain : 

kegiatan tidak bisa di laksanakan karena puluhan tru tambang pengangkut material proyek 

strategis nasional (psn) di Tangerang bisa di bilang masih cuek melanggar praturan bupati dan 

walikota Tangerang, terkait jam operasional truk sumbu 3 di wilayah kabupaten dan kota 

Tangerang. Dan masih ada kesenjangan anatara cuek terhadap jam operasional dan dukungan 

terhadap praturan bupati dan walikota. 

Evaluasi Program Strategis  

Program startegis Nasional seperti pembangunan infrastruktur jalan tol atau kawasan 

industri yang memerlukan material tanah dalam volume besar telah meningkatkan aktifitas truk 

tanah secara signifikan. Ditemukan bahwa evaluasi kebijakan PSN belum sepenuhnya 

memperhatikan analisis dampak lingkungan sosia lokal secara mikro terutama terhadap  

a. Partisipasi masyarakat lokal  

Warga tidak mengetahui adanya forum konsultasi terkait jam operasional 

b. Pengawasan Jam Operasional  

Tidak ada pengawasan khusus terkait truk yang beroprasi di luar waktu yang di tetapkan 

dalam SK dishub bahkan 35% truk beroprasi di luar jam yang di izinkan  

Dampak Jam Operasional Truk Tanah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Masyarakat dan analisis data sekunder dari dinas perhubungan serta pemerintah daerah, 

di temukan bahwa jam operasional truk tanah tidak di batasi berdampak negatif pada aspek 

masyarakat  

a. Kesehatan  

Polusi udara dan debu akibat truk tanah yang beroprasi pada siang hingga malam hari 

menyebabkan gangguan pernapasan 

b. Keamanan 

Frekuensi kecelakaan lalu lintas meningkat di jalan arteri utama desa/kelurahan 

c. Ekonomi lokal  

Aktifitas ekkonomi kecil seperti warung , toko dan pedagang kaki lima terganggu akibat 

akses jalan yang tertutup oleh debu. 
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Upaya Pengawasan Dan Penegakan 

a. FKDM  

Camat dan forum kewaspadaan dini masyarakat dilibatkan untuk memberikan telaahan 

dan rekomendasi agar truk mematuhi aturan  

b. BPKB Pakuhaji  

Siap siaga di pos untuk memutar balik truk tanah yang melanggar, dengan edukasi 

humanis keppada sopir 

Rekomendasi Program Strategis  

a. Perkuat Sinergi Lembaga Vertikal 

Tingkatkan koordinasi Dishub, Polri, Satpol PP, TNI, Kecamatan, dan masyarakat. 

b. Bangun Kapasitas Dan Integrasi Pos Pantau 

Pastikan pos (FKDM, BPPKB, pos gabungan) dilengkapi sarana, shift, dan prosedur 

pengawasan yang konsisten. 

c. Sosialisasi Dan Edukasi Berkelanjutan 

Kampanye kepada sopir dan pengusaha angkutan, serta sekolah warga. 

d. Evaluasi Dampak Ekonomis 

Teliti bagaimana pembatasan operasional memengaruhi pendapatan dan kesejahteraan 

sopir/truk—untuk merancang kompensasi atau jadwal kerja alternatif. 

e. Monitoring Berbasis Data 

Kumpulkan data CV/pelanggaran rutin untuk mengukur tren penurunan pelanggaran 

dan insiden kecelakaan. 

Relevansi Dengan Kosambi – Pakuhaji  

a. Wilayah Implementasi Langsung  

Kedua studi mencakup kawasan teluknaga-kosambi, jelas berkaitan dengan arus truk 

tanah yang melintasi pakuhaji  

b. Fokus Pada Aspek Penegakan Dan Komunikasi 

Menekankan pentingnya penyuluhan, supervisi lapangan, dan fasilitas pendukung 

sebagai dasar membangun strategi di kecamatan pakuhaji 

c. Strategi Intervensi  

Rekomendasi seputar penguatan dishub, kampanye hukum, dan mekanisme 

komunikasi intensif sangat relevan untuk evaluasi program startegis di daerah anda. 
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Dasar Hukum Jam Operasional Truk Tanah 

a. Peraturan Bupati Tangerang No. 12 Tahun 2022 

Tentang Jam Operasional Kendaraan Pengangkut Barang Galian Tanah dan/atau Pasir 

di wilayah Kabupaten Tangerang.Truk tanah Diizinkan beroperasi hanya pada rentang waktu 

pukul 22.00 hingga 05.00 WIB..Berlaku di jalan kabupaten dan ruas jalan umum yang 

ditetapkan.Tujuannya untuk mengurangi kecelakaan, kemacetan, dan kerusakan jalan di siang 

hari. 

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Pasal 104: Petugas berwenang mengatur dan mengendalikan lalu lintas.Pasal 287 ayat 

(1): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotortidak mematuhi perintah rambu lalu 

lintas dipidana dengan kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000. 

c. Perda Kabupaten Tangerang No. 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum 

Pengangkutan yang melanggar ketertiban lalu lintas termasuk dalam pelanggaran 

ketertiban umum dan dapat dikenai sanksi administratif dan denda. 

Penegakan Hukum Di Lapangan  

a. Yang Dilakukan Oleh Tim Gabungan  

Dishub , satpol pp , tni , polri , dan ormas lokal seperti BPPKB 

b. Bentuk Penindakan  

Pemutaran balik truk yang melanggar , tilang langsung di lokasi (oleh polantas), 

pendataan dan teguran oleh dishub 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut Penerapan kebijakan pembatasan jam operasional 

truk tanah dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dari sisi sosial dan lingkungan. 

Kebijakan ini berhasil mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta 

menurunkan tingkat polusi dan kebisingan di wilayah permukiman. Namun, efektivitasnya 

belum optimal karena masih terdapat tantangan berupa lemahnya pengawasan, pelanggaran 

aturan oleh pelaku usaha, serta koordinasi yang kurang antara instansi terkait. Selain itu, 

dampak ekonomi terhadap pelaku transportasi dan logistik perlu diperhatikan agar tidak 

menimbulkan resistensi yang menghambat implementasi kebijakan. 

Penetapan jam operasional yang tepat dan konsisten pemerintah daerah perlu 

menetapkan jam operasional truk tanah secara ketat terutama kawasan pemukiman padat dan 

jalur sekolah.  
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